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TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Bab I huruf A poin angka 4 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, bahwa Kepala
Daerah melaksanakan kekuasaannya melimpahkan sebagian
atau seluruhnya kekuasaannya yang berupa perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah
kepada pejabat perangkat daerah, perlu ditunjuk Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023;

bahwa penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);

7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung
Timur Tahun 2022 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI  TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM
DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

Menunjuk dan memberikan wewenang kepada Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung
Timur yang spesimen paraf dan tandatangannya tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Bupati ini sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Belitung Timur
Tahun Anggaran 2023.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah;

b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. melaksanakan fungsi BUD; dan

e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara
Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU, dalam melaksanakan fungsinya berwenang untuk:
menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
mengesahkan DPA-SKPD;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan
dan pengeluaran kas daerah;
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melaksanakan pemungutan pajak daerah;

menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD);
menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas
nama Pemerintah Daerah;

melaksanakan sistem akuntasi dan pelaporan keuangan daerah;
menyajikan informasi keuangan daerah;

menyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan barang milik daerah; dan

melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan
dan Pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas
Umum Daerah (RKUD).

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA, Pejabat Pengelolaan
Keuangan Daerah (PPKD) bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Januari 2023

BUP BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN



PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
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SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023
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Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kabupaten

Belitung Timur

BUPAT] BELITUNG TIMUR,




